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. tvdtewvensis Tahwn 2014 Nomwr 20% 1),
Petaturan Menteri Dalam Negert Nowor B0 Tupun 2015 teateng
Pembontukan Praduk Hokum Desrsh sebagimans tetan Mubmh

dompan Peraturan Menten Lialam Negen Nomot 1 20 Tahun 2014

T Permturan Memters Dalam Negeii Nomer a4 Tanmn 2010 rertang
_“W'“.M Dwwn {erina Negasn Hrepubtib Fraedirere mia Tahun
201t Nomew 10037},

R Peraturan Daerah Kabupaten Ngeed Nomor 9 Tahun 20081
Penetapion Desa (Lrmbaran Dacrah Kabupaten NEawt Tahun 2010
:;'l"" (% Tambaten Lembaran Daerah Kabupaten Nased Nomes

LN

9 Peraturan Pupsti Ngawi Nomos 23 Tahun 2018 wntang Daftar
Kewenangan Desa Berdassrkan Hak Asal Usul dan Kewenangnn
Loka! Bershala Desa di Kabupaten Ngawl (Benta Dacral Kabupaten
Ngawi Tahun 20158 Nasor 237

entung

Denpan Kescpakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIREIO

Dar
KEFALA DESA  SAMIUREIO

MEMUTUSKAN

Menetaphan ¢ PERATURAN DESA TENTANG
HAK ASAL USUL DAN KEWERANGAN LOKA

KEWERANGAN DINA lll'IRDMMRRAN
1, PEMERALA DIESA

fiAld
KETENTUAN UMUM
frasal §
Dalam Peraturan Desa tni yang dimaksud dongan
| Desa adalah kesatuan masyarakal hulum yang memiliki batas wilayah yank
berwenang untuk mengaiur dan mengurve uruesan pcwiuubm. kepentingan
hak asal usul, dan/atau

akarea tmaryatakal,
1 dalam eisirn presenntahan Negarn

dan kepeningan

wraan urusan pemenntahan
fepubliy

Pemerintahan Desa adalah prenyeiengs
manyarakat sctrmpal dalam sistem permerinialial Negara Kresaluan
Indonesia

perangkal Diesa sebagnr unsuay

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu

prayveiengian Pemenntahan Desa

| Hadan Permueynwaraian Desa alau yang sclanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungs pemenntahan yang ANEEOtAnya merupakan wakil dan
penduduk  Desa berdasarkan  keterwalkilan wilayah dan ditetapkan secara

demmokratis
lembaga yang dibentuk atas prakarsa

Lembaga Kemasvarakatan Desa adalah
Pemerintah Desa dan masvarakat scsuar dengan Lrbutuhan dan merupakan mitra

pemenntah dosa dalam membe:
Musvawarsh Desa adalah musvawarah

Pemenntah Desa dan unsur masyarakal
Permusvewaratan Dess untuk menyepakat: hal yang bersd

b d

rdayakan masyarakat desa
antara Badan Permusyawaratan Desa,
yang diselenggarakan oleh  Badan

al strate;ns
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Pernturan Deaa adalah per e n ang

nl " kA
parivige X Inh peraturan perundang-undangan yan s difetapkan oieh pal
Desa sete bahas dan disc pakati bersama Nadan Permusynawntntafl [ean.

Kewenangan
rusan ';”m::;:l :dnlal: hak dan kekunsaan mengatur dan mengueun nendin
! ahan  desa untuk mempercepat  terwujudnys Kkeacjnhtrraan

masyarakat m ‘
masyarakat, elalul peningkatan pelayanan, pemberdayann, dan partisipast

9 }"m mn:ghmh:icm berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang, menypakan warisan
y : - up dan prakarsn Desa atau prakarsa masyarakot Desa aeauai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat.

10. Kewenangan  Lokal Berskaln Desn adalah kewenangan untuk mengatus dun
mengurus kepentingan masyarakat Dera yang telah dijalankan oleh Desa atau

mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembanin
Desa dan prakasa masyarakat Desa.

11. Tanah .Dcsu adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa
scb.ugm saloh satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan
sosial.

12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayann asli Desa, dibeli

atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang, sah.

13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

14. Pemberdayaan Masyerakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan
kcss:;ahtcraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, kctrampdan:
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui
penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Kewenangan Desa terdiri dari :

a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
b. kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III
JENIS KEWENANGAN DESA
Pasal 3

Jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a, terdiri dari :

pembinaan dan pelestarian kelembagaan masyarakat berbasis budaya lokal;

. pembinaan lembaga dan pranata/nilai-nilai lokal;

pengelolaan tanah Desa;

. pengelolaan tanah bengkok;

. pengelolaan tanah titisoro;

pembinaan dan pelestarian kelompok seni tradisional;

. pelestarian adat dan budaya Desa;

. pembinaan juru kunci makam; dan

pembinaan pokrol;

pelestarian budaya gotong-royong @ gugur gunung, kerja bakti, sambatan, bakti
sosial, pemugaran makam penembahan /leluhur (nyungkup) dan bersih makam;
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. paguyubng warpa /tynh
) P"m'lﬂ
I pelestarian adat o dean, neper L tndbat o s i

cajnbinn, N, o U aedekah bimi, sedekal laut, tumbal desa, mutudan,
weton;  AVaran, syabanan, bati'an, tilikan (inral knbur). dan sclamatan

avukuran seteial, Panen /kakaly
enpel 1 '
lp m:!:‘:l:'::nl‘::ﬂ:lmmn e, petiianan dan aitie sejarah,
" W",‘M“M“ k"ﬂﬂ-:f“:: tml‘m manyarakat dilunt pemilikan hak-hak perdata;
. Aman dan ketettiban mnaya |

rakat [ean
Q. pengamanan dinn peneta ! ‘

pan batas prmilik

r. pengelolaan hutag denn; ‘ el masyaran

"
n.
(L

-

. pengembangan Irm!wu-lrmhnr_n keuangan, dan
t. pengelolaan anet desn nelain tanal

Panal 4

\'"“"\k"“"““klh lokal berakala Desan sehagaimana dimakaud dalam Pasal 2 huruf b,
terdin dan ¢

pendatann sarana dan prasarana Desa (kantor Desa, balal Desa, jalan Desa, jalan
usaha tani, jembatan, saluran);

L. pengelelolann pasar dena;
. pengelolaan tempat pemandian umum,
d. pengelolaan jaringan irigasi;

. penge.\olnm\ lingkungan permukiman masyarakat desa;

pembinaan keschatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belnjar;
. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;

pengelolaan embung desa;

pengelolaan air minum berskala desa; dan
k. pembuatan jalan desa antarpemukiman ke wilayah pertanian.

Pc.mbcrinn Bantuan langsung Tunai ( BLT ) dari Dana Desa /DD kepada Mosyarakat

miskin yang terkena dampak Civid-19 atau Vius Corona

- TR

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
meliputi 4 (empat) urusan:

urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa;

urusan Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;dan
Urusn Penanggulangan Bencana Desa;

LU

Pasal 6
Kewenangan lokal berskala Desa urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa;
penyusunan tata ruang dan peta sosial desa,
pendataan penduduk;

penetapan organisasi Pemerintahan Desa;
pembentukan BPD;

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

. penctapan kerja sama antar Desa,

pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa,
pendataan potensi Desa;

pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah Desa;
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peningkatan kapasitag BPD: merintah Desa;
peningkatan kapasitas Jem '

pengclolaan keuangan Des:-aga kemasyarakatan Desa;
pengelolaan aget Desa: !

pengembangan hasil-hasi ; .
pengadaan  dan asil industri Desa;

en
Penetapan  sarana  gan prasarana keamanan Desa (Pos

e noawop g

k_etf:rtiban dan perlindungan masyarakat Desa;
dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
Peraturan perundangan dan Peraturan Desa;

. CWaspadaan
. sosialisasi regulasi produk

p:::yuluhan Program-program Pemerintah:
penyusunan d_an pendayagunaan profil Desa: dan
pengelolaan wisata milik Desa, ’

N2 xg<E

Pasal 7
Kewenangan lokal berskala Des

i a urusan Pelak bagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 hyruf terdiri atas - sanaan Pembangunan Desa sebag

a. pelayanan dasar Degg -

1. pengelolaan Pos kesehatan Desa dan poliklinik Desa;

penge'mbangan tenaga kesehatan Desa;
s::yt:.:ln\f;n dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
&N penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
? enyuluban sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
aslhtas‘l penyelenggaraan Desa siaga;
pembf:nan makanan tambahan dan vitamin;
pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD);
fasilitasi pt.xsat kegiatan belajar masyarakat;
. bantugn siswa miskin yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
11. penyuluhan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
12. menerbitkan surat keterangan miskin/ kurang mampu;
13. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel tingkat desa;
14. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan

sosial yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah; -

15. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa; dan
16. penetapan penduduk miskin.
b. pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Desa :
pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
pengembangan sarana dan prasarana perekonomian pedesaan;
fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah masyarakat miskin; dan
penanggulangan bencana tingkat desa yang bersifat darurat dan segera
ditangani.
c. pengembangan ekonomi lokal Desa.
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa.
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Pasal 8

(1) Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa sub
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(2)

3)

urusan pelayanan ¢ )
meliputi ; asar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
peningkatan pendj

dikan non formal;
pelayanan kesehatan dasar:

pengembangan pos keseh
pengembangan tenaga ke
f::;:::m kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu
layanan gizj untuk balita:

pemeriksaan jhy hamil;

pemberian makanan tambahan;
penyuluhan kesehatan; ‘
gerakan hidup bersih dan sehat;
penimbangan bayi; dan '
. ge.rakan sehat untuk lanjut usia.
pembinaan dan Pengawasan

f
g. pcm:{xtauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
1. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;

i pel}g'elol.aan Perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan

j. fasilitasi dan motivasi terh

o o0 o P

N Oou bW

upaya kesehatan tradisional;

pembangunan jalan poros Desa;
pembangunan jalan permukiman;

pembangur@n dan pemeliharaan kantor pemerintahan den balai Desa;
pembuatan jalan Desa antar permu

kiman ke wilayah pertanian;
pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
Pembangunan dan pemelihargan

embung Desa;
pembangunan energi baru dan terbarukan;

pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan,;
pengelolaan air minum berskala Desa;

» pengelolaan jaringan irigasi;
pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;

pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya
perikanan; dan

pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

. b O o'

q.

Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa sub
urusan pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢, meliputi :

a. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan

desa dan rumah rakyat;

b. usaha ekonomi masyarakat;

c. pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian,

perbankan dan lembaga keuangan lainnya;

kerjasama pemasaran produksi pertanian;

pengembangan industri rumah tangga;

pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
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h emban ]
i gzgayagu:::n“:aha 0 berbasis Dega
j. pengelolaan keran:um?gan mikro berbasis
b ba jaring apyn esa
k. pembangunan dan pep 8 milik Desa

:
g
B
|
E
g

ak .
pengembangan benih lokal: PaXan organik untuk pertanian dan perikanan;

i:x;fszbangan ternak secarg kolektif;
angunan dan pengelolaan energ; mandiri;

A

sa .
Daerah Kabupaten: di lar rencana induk pengembangan pariwisata

pengelolaan balai benih ikan;
u. pengembangan teknologi ter.
e ologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;

-
.

pengembangan  sistem usaha produksi
sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal

(4) Kewenangan lokal berskal
a Des
urusan pemanfaatan sumber : A sl

pertanian yang bertumpu pada

Pelaksanaan Pembangunan Desa sub

dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, :::?ipli;m e O
:-' i:::lunf:i;n DS‘:;?CI‘ daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

¢. penanganan kebakaran hutan dan lahan:

d. pengelolaan tempat pemandian umum: ’

e. pengelolaan wisata Desa; '

f. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

;gl. pengelolaan hutan milik Desa; dan

pengelolaan sumber daya air pedesaan.

Pasal 9
Daftar -kewenangan lokal berskala desa di urusan Pembinaan Kemasyarakatan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ antara lain :

. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
. fasilitasi program keluarga berencana;
. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
. fasilitasi dan pengembangan olah raga di Desa; dan
fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa.

0 A0 o e

Pasal 10

Daftar kewenangan lokal berskala desa di urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain :

a. pengembangan seni budaya lokal;

b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan
dan lembaga adat; .
fasilitasi kelompok—kelompok masyarakat melalui :
kelompok tani;
kelompok seni budaya; dan
kelompok masyarakat lain di desa.
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d. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin,
perempuan, anak, masyarakat adat, dan

1, n difabel;
¢. Pengorganisasian melalui pembentykan ilitasi

: an fasilitasi paralegal  untuk
membcnkafn bfintuan hu@m kepada warga masyarakat desa;
pengorganisasian melalui pembentykan dan fasilitasi kader pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat:
peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
pendayagunaan teknologi tepat guna;
peningkatan kapasitag masyarakat,
penyelenggaraan Perencanaan pembangunan Desa:
pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan Gender,

} o ]

TP ®

Daftar kewenangan lokal berskala
sebagaimana dimaksud dalam Pasa)
b. mendata warga masyarakat yang terkena dampak Bencana alam di Desa;
c. mefl_datg “arga masyarakat yang terkena dampak Covid-19 ;
d. fasilitasi Penyaluran Program Bantuan langsung Tunai Kepada Masyrakat yang
terdampak;

desa di urusan Penanggulangan Bencana Desa
S huruf e antara lain :

anan kesehatan keluarga bagi terdampak;
akan alat - alat atau obat - obatan ; dan

diakan Ruangan atau Rumah untuk Isolasi bagi warga
aru datang dari Zona merah

Masyarakat yang b
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal. 12
Peraturan Desa ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa.

Ditetapkan di : SAMBIREJO

Pada tanggal 1 14 April 2020
'ALA DESA, SAMBIREJO

Diundangkandi : SAMBIREJO
Pada tanggal ¢ 14 April 2020
SEKRETARIS DESA

Fadr
—
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f‘ihmm.\b'ﬁszx SAMBIREJO TAHUN 2020 NOMOR . 0
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